BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 29
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR KEPADA BENDAHARA UMUM DAERAH UNTUK PENERBITAN

Menimbang

Mengingat

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

. bahwa agar AnggaranBelanja Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu dilaksanakan secara tertib dan taat pada peraturan
perundang-undangan, dipandang perlu mengatur Tata Cara
Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada
Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada
Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D).

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);



10.

11.

. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004

tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004

tentangPemeriksaanPengelolaandanPertanggungjawabanKeua
ngan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimanatelahdiubahbeberapa
kaliterakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008
tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 32

Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4576)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahN
omor 65 Tahun 2010 tentangPerubahanPeraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 694);



21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
danSusunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007
Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
danSusunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011
Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2011 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20
Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2011 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomo 6);



Menetapkan:

26.

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18
Tahun 2007 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011
Nomor 18);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1997
tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Pengangkatan Atasan Langsung Bendaharawan dan
Bendaharawan Kepada Gubernur Kepala Dati [ dan
Bupati/Walikota Kepala Dati II.

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH
BUMBU NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEPADA
BENDAHARA UMUM DAERAH UNTUK PENERBITAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA

PASAL I

Menambah ketentuan ayat (2) yang sebelumnya berbunyi :

2. SPM Ganti Uang Persediaan (SPM-GU)
a.

Diajukan untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD dengan persetujuan Pengguna Anggaran;

. SPM-GU harus diajukan setiap bulan dan diajukan paling

lambat akhir bulan.

Surat pengesahan pertanggungjawaban sebagaimana disebut
pada huruf b, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
dan diketahui oleh Pengguna Anggaran.

ditambah menjadi :

2. SPM Ganti Uang Persediaan (SPM-GU)
a.

Diajukan untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD dengan persetujuan Pengguna Anggaran;

. SPM-GU harus diajukan setiap bulan dan diajukan paling

lambat akhir bulan.

Surat pengesahan pertanggungjawaban sebagaimana disebut
pada huruf b, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
dan SKPD dengan persetujuan Pengguna Anggaran;



d. Apabila dalam  sebulan tidak mengajukan SPM-
GU/pengesahan pertanggungjawaban, maka SKPD tersebut
tidak dapat mengajukan SP2D TU/LS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

Pj. BUPATI TANAH BUMBU,

Drs. H. WAHYUDDIN,M.AP

Diundangkan di Batulicin
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015SNOMOR



